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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR ¢ 6 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS =
TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

Menimbang : as bahwa dengan Peraturan Daersh Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1996 telah di
bentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Ting -
kat II Girebon ;

be bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Nege
ri Nomor 80 Tahun 199, tentang Pedoman Organie
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan =
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Orgenisasi-/
dan Tabta Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Dae -
rah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
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PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II CIREBON

NOMOR : 6 TAHUN 1996
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  DINAS
TATA KOTA KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
II GIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II CIR:BON

Menimbang : aes bahwa dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Cirebon Nomor 5 Tahun 1996 telah di
bentuk Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Ting «
kat II Circbon j

be bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam llegg
- ri Nomor 80 Tahun 199 tentang Pedoman Organi
sasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan =
Umum Daerah, maka perlu menetapkan Orgenisasi
dan Tata Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Dae -
rah Tingkat II Cirebon dengan Peraturan Daerah.
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Mengingst : 1, Undang-Undang Nomor 16 Talmmn 1950 tentang

Pepbentukan Dasrahedasrsh Kota Besar Da »
lam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengsh/
Barat dan Daersh Istimewa Jogyakarta (Leg
baran Negara Republik Indonesia Tahin «
195, Nomor 40, Tambshan lembaran Negara =
RI Nomor 5551 ) 3

2, Undangamdang Nomor 5 Talun 1974 tentange
Pokokepokok Pemsrintahan Di Daerah ( Leg
baran Negara BRI Talun 197 Nomor 38 Tambg
han Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor «
3037 ) ;

3¢ Undang-lUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang-
Pokoke~pokok Kepegawsian ( Lembaran Negara
Rl Tahun 197, Nomor 55, Tambshan Lembaran
Negara RI Nomor 3041 ) ;

&he Undangelndang Nomor 13 Tahun 1980 tentang
Jalan ( Lembaran Negara RI Tshun 1980 Ng
moy 83, Tambshan Lembaran Negara RI Tahun
197 Nomor 3046 ) ;

5¢ Undang-Undang Nomor 4 Talun 1992 tentang-
Perumshan dan Permukiman ( Lembaran Nega-
ra RI Talun 1992 Nomor 23 Tambshan Lembam
ran Negara RI Nomor 3469 ) 3

6, Undang-Undang Nomor 24 Talum 1992 tentang
Penatasn Ruang ( Lembaran Negara RI Talhun
1992 Nomor 115, Tambshan Lembaran Negarae
RI Nomor 3501 ) 3

7« Peraturan Pemerintsh Nomox 14 Tshun 1987-
tentang Penyerahan Sebaglan Urusan Pemé -
da Daersh { Lembaran Negara RI Tehun 1987
Nomor 25 Tambshan Lembaran Negara RI No -
mr 3353 ) ;

3. Paraturan sesesesses

e -3~

8, Perstursn Pemerintah Republik Indonesla Nomor 45 Tahm
tik Berat pada Daersh Tingkst II ( Lembarsn Negara RI
rm)lmmm Tambshan Lembaran Negara RI Nomed
3487 ) 3

9. Persturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Talum 1987 teg
tang Pedomsn Penyusunan Rencana Kota ;

10, Peratursn Menteri Pekerjaan Umm Nomor 57/PRI/J1 ten «
tang Pelaksanaan Penyerzhan Sebagisn Urusan Pekerjasn-
Umun kepada Pemerintsh Dasrah Tingkst I dan Pelserintsh
Daersh Tingksh II ;

11, Peratursn Menterl Pekerjasn Umm Nomor 58/PRT/9L ten -
tang Penyelenggaraan Penbinasn Teknis dan Pengswasan -
Teknis Bidang Pekerjasn Umum Kepada Dinas Pekerjaan =
U §

12, Keputussn Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/KPTS/1986 -
tentang Perencanaan Tata Ruang 3

13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Talnm 1992 teg
tang Pedomsn Organisasi Dinas Daersh ;

14 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Talun 1993 tep
tang Bentuk Peraturan Dasrsh dan Peraturan Daersh Pery
bahan 3

15, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkst II Cirebon =
Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Dinas Tata Kota
Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebons

Dengsn Persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kotamadya
Dasrah Tingkat II Cirebon,

MEMUTUSKAN

Menstapkan 3 Peraturan Dsersh Kotamadya Daersh Tingkat II
Cirebon tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Tsba Kota Kotamadya Daersh Tingkat II Girebons

m I BELRSVBEOBEREN S99

‘
X
3
%




BAB I
Pasal 1

Dalam Peraturan Dasrsh inl yang dimsksud dengan
aes Dasrsh adalah Kotamadya Daersh Tingkst II Girebon

be Pemerintah Daerash alalash Pemerintah Kotamadya Dsersh
Tingkst II Cirebon ;

Ce Walilotamadya Hepala Daersh adalah Walllotamadya Kepg
lamuﬁtm@$11&nmm;

&3%@MmmDumbﬁﬂ&?wﬁmuﬂhmm&&mﬁn.~
Daersh Tingkat II Cirebon tentang Organisasi dan Tsta
Kerja Dinas Tata Kota Kotamadya Dasrsh Tingkat II Cf
rebon ;

¢e Dinas adalsh Dinas Tata Kobla Kotamadya Daerah Tingksd
II Cirebon ;

£+ Kepala Dinas adalsh Kepala Dinas Tata Koba Kotamadya~
Dserah Tingkst II Cirebon ;

g+ Cabang Dinas adalsh Unsur pelaksana Dinas Tata Kota =
yang melaksanakan semua kegistan dan Fungsi Dinas di
satu Wilayah Kecamatsn atsu beberaps Wilaysh Kecama &
tan di Lingungan Pemsrintah Kotsmadya Dasrsh Tingksbt
II CGirebon ;

he Unit Pelaksanasn Teknls Dinas adalsh Unsur Pelaksanae
Telgds pada Dinas Tata Kota Kotamadya Daersh Tingkabe
II Cirebon yang melakukan sebagian tugas operasional~
tertentu Dinas di lapangan dan selanjutnya disebut
UPID,

m II: (2222 22 22222 2
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BAB 1II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Baglan Pertama
Kedudukan
Pasal 2
(1) Dinas adslsh unsur pelskssna Pemerintah Daerah di bidang
Tata Kota,

¥ §
(2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawsh dan
bertanggungjamab kepada Walikotamadys Kepala Daerah,

Baglan Kedus
Tugas Pokok
Pasal 3

Dinas mespuryai tugas polok melaksanakan sebaglan wrusan Ru
mah Tangga Daerah di bidang Tata Kota dan tugss pembentuan =

yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah,

Bagisn Ketiga
Fungsi

Pasal h

wmmnWMannmepmwtuwmtw&yudsﬁmm»
ran Daersh ini, Dinas mempunysi fungsi s

8e Pelaksanasn teknis gpersional di bidang Tata Kota yang me
liputl survey dan pemetasn, perencsnasn, pemantausn dan -
evaluasi tata kots, penyusunan program, perijinan berda «
sarkan kebijaksanasan Walikotamadya Kepala Daersh ;

b. Pelaksanasn teknis fungsional di bidang taba kota berda
sarkan kebljaksanaan Guberrur Kepala Deersh Tingkat I Jg
wa Barat;

¢+ Penyelenggarasn pelayanan teknis admindistrebif ketatansa
haan yang meliputi urusan umm, kepegawsian dan keusngan-
serta penyusunan rencana dan program keglstan Dinas. -

BAB m NSNS EARIRB ES GRS



BAB I
ORGANISASI

a. Pimpinm, adalsh Kepala Dinas j
b, Pembantu Pimpinan, adslsh Sub Baglan Tata Ussha ;
c.PchkmamadalahSok&, Csbang Dinas dan UPTD serta Kg

as Kepala Dinas
be Sub Bagisn Tata Ussha, membawahkan ¢

1, Urussn Umum 3
24 Urusan Kepegawals
3+ Urussn Keuangane

14 Sub Seksi Survey dan Investigasi ;
2+ Sub Seksl Pemetaan

3+ Sub Seksl Reprografl ;

&s Sub Seksi Dolumentasl

dy Seksl Perencanasn Tata Kota, membawshkan 3

1. Sub Seksi Pengolshan Dsta dan Informasl 3
2, Sub Seksl Penylspan Rencens Tsta Kota ;
3¢ Sub Seksl Eval Rencana Tsta Kota §
ke Sub Seksl Dolumentssi dan Diseminasi.

€. Seksl LSNPSR RS

' - T -

€¢ Seksl Penyusunan Program, membawshkan s

1. Sub Seksl Perencansan Umm j
2, Sub Sekal Perencanasn Pembisyasn ;
3« Sub Seksl Penyispan Program ;
4, Sub Seksi Dokumentasi,
fo Seksi Perijinan, membawahkan

1. Sub Seksi Reglstrasi
2, Sub Seksl Pengnicursn §

3+ Sub Seksl Pengendalian ;

ks Sub Seksi Penylspan Perdijinan.

g+ Seksl Pemantaman dan Evaluasi Tata Kota membawshkan s

1, Sub Seksl Pengolshan Data dan Informasi 3
2, Sub Sekcsl Pengawasan Pemanfastan Kota j
3. Sub Seksl Evaluasl Taba Kota ;

4s Sub Seksi Dokumentasi.

he Cabang Dinas
i. UPDD
Jo Kelompok Jsbatan Pungsionsle

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimsna tercantim.
dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terplsah -
kan daxl Persturan Daersh ini,

Bldeng Tugas Unsur Organisast
Paragrat 1
Kepala Dinas
‘Pasal 7

Kepala Dinas mespunyal tugas pelok mesdopiny mengeordinasl
kan dan mengendaliksn Dinas dalsm melaksanskan sebagian -
rumsh tangga Daersh di bidang teba lota serta tu ¢

gas pembantuan yang ditugasksn kepada Pemerintsh Daershe
Paragraf 2 gesescessssess
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Paragraf 2
Sdb Daglen Teta Usaha
Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Ussha mempunysi tugas pokok melsksang
kan pengelolasn urussr tmim, urussn kepegswalsn den -
urussn keuangan

(2) Untuk menyelenggarsken tugas pokok sebagaimsna dimelc-
md pals ayet (1) pasel ini, Sub Baglan Tsta Ussha -
mempunyal fungsi ¢+

as Pelskssnasn pengelolaan urusan uwsmus dan perlengkas
pan § :

MWWWW;

Ce Pelsksanasn pengelolasn urusan keuangane

(3) Sub Bsgian Tsba Ussha Mesbawshksn 3

Passl 9

Q)mwmmtmmmm’»
Jolam surdt-asnyursd kearaipen, penggsndasn,
tanggn, mmmmm
am kador ssria inventarisssti,

(2) Untuk mengelenggsreican tugas pokok ssbagaimena dimelc-
sl delam pada gyst (1) passl ind, Urusen Uwon sespu-
figed fungal s

2o Pellsksansen wrusen surwt mmynoeb, penggsndasn, kesp

Mwmwmmwm
dinas

MWWMWW

dan inventarisasi.

¢ -G
B Pasal 10
(1) Urusen Kepsgawelan mempunyal tugss polok melaksanekan pengg

lolasn sdministrasl kepegawalsn, ketatalasksenasn dan perpug
tokaane

@)WWWMWW e
da gyat (1) pesal ini, Urusan Kepegswalsn mempunyai fungsis
8¢ Penylspan bshan panyusman rencena mutasl disiplin den -

pengenbangan pegawsl 3

umwmqu
ta huilumgan magyarekat,

Pasal 11

(1) Urusan Kenangsn mespunyal tugas polok melaksanakan pengelo-
lasn administresi kenangan 3

(2) Untuk menyelenggarskan tugas polwk sebagaimma dimeksud pg
da ayat (1) pasal ini, Urusen Keusngsn mempunyed fungsi 3

a, Penylapan bshan penyusunan rencana Snggaren Ribin Dinas,
b, Pelaksmasn pengelolasn administrasi keuangane ;

Paragref 3
Sekksi Survey dan Pemetasn
Pasal 12

(1) Seksi Survey den Pemetasn mempunyal tugas pokok melaksana -
mmmmmmmm
tasn, reprografi dan dolamentasie

(2) Untuk menyelenggaraksn tugss pokok sebsgainenn dimsksud pg
mwmmmmmmmw
Dungsl

B, Peloksanasn sssssssssssse
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8. Pelaksanasn dan penyusunsn petunjuk telnis survey
be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pemeta
an tata kota ;
¢+ Pelaksanasn dan penyusman pstunjuk teknis reprow
grafl ;
d. Pelakssnasn dan penyusunan pstunjuk teknis dolku -
mentasl perencanasn taba kotas
(1) Seksl Survey den Pemetasn, membawahkan 3
a, Sub Seksi Survey dan Investigasi ;
be Sub Seksl Pemetaan ;
Ce Sub Seksi Reprografi ;
de Sub Seksi Dolumentasi.
Pasal 13

(1) Sub Seksi Survey dan Investigasi mempunyei tugas pg
kok mempersispian bshan penyusunan petunjuk teknis -
\ survey dan investigasi tata kotae
(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimena dimsk
sud pada ayst (1) pasal ini, Sub Seksi Survey dan In
as Pengumpulan dan pengelolasn serta evaluasi data -~
hasgil survey dan investigasl tata kota 3
be Penyliapen bahsn penyusunan petunjuk teknis kegla-
tan survey dan Investigasi tata kota.
 Pasal b

(1) Sub Seksi Pemetasn mempunysi tugas pokok mempersiape
kan bahan penyusunan teknis pemetasn.

(2) Untuk sessensesce

‘ ) wll -

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokek sebagsimana dimsksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Pemetasn mempunysl -
fungsi s

a. Pengumpulan dan pengolshan serta evaluask data peme-
taan

b. Penylapan bshan penyusunan petunjuk teknis pemetams

Pasal 15

(1) Sub Seksi Reprografi, Evaluasi dan Dokumentasi mempu
Juk teknis refrografi,

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimena dimsksud
pada ayat (1) passl ini, Sub Seksi Reprografi, mempunysi
fungsl 3 '
a.ngmﬂm-dmmlahmmommmm

reprografl j
be Penylapsn bshan penyusunan petunjuk teinis keglsbane
reprografi tata kotae
‘ Pasal 16

(1) Sub Seksi Dokumentasi mempunysi tugas pokok mempersisp=
kan bshan penyusunan petunjuk teknis dokumentasi.

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokek sebagsimana dimaksud
pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Dokumentasi, mempu»~
nysl fungsl 3
a. Pengumpulan dan pengolshan serta evaluasl data dokus

mentasi ;
be Penylapan bahan penyusunan petunjuk telnis keglaban~

Paragrafl Uk eessescecseses

S XTI
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Paragraf &
Seksl Perencansan Taba Kota
Pasal 17

(1) Sekal Perencanaan Tata Kota mempmnyal tugas pokok ug

thsam&mmm
mmw Cl)pmlmmrm Taba
Kota mempunysl fungsl
- lshan dsta den informasi ;
b.,rmmmmwm
pan yencana tata kota 3
el rencana taba kota 3
d, Pelaksanasn dan penyusunan petunjuk teknis dokw
(3) Seksi perencsnasn Tata Kota, membawshkan :
8¢ Sub Seksi Pengolahan Data dan Informasl
be Sub Seksl Penylspan Rencana Tata Kota
€s Sub Seksi Evalnasi Rencana Tata Kota 3
de Sub Seksl Dolumentasi dan Diseminasi,
Pasal 18

(1) Sub Sekai Pengolshen Data dan Informasi mempunysi ti

gas Polkok mempersiapican bghwm penyusunan petunjuk
teknis pengolshan data dan informasi rencana taba kg
(2) Untuk menyelengzarskan tugas pokok sebegaimana dimajs

sud pada ayat (1) pasel ini, Sub Seksi Pengolshan Dg

ta dan Informast mempunyal fungsi :

¢ -1~

Wmmmmm
mtﬂam; N
ta,
Pasal 19
(1) Sud Seksl Penylspan Remcana Taba Kota mempunysl tugas

MWWWMW
penyispan rencana taba kotas

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagsimena dimeic-
sud pada syst (1) pasal ini, Sub Seksi Penylspan Ren~
mmmmm:

8 Pengumpulan dan pengolshan serta evaluasi data pg
wmmmﬂ

pmmmm.

Pasal 20

(1) Sub Seksi Evaluasi Rencana Tsta Kota mespunyal tugase

mwmmwmm
evalnasi rencana taba kota.

(2) Untuk menyelenggaraskan tugas pokok sebagaimana dimak-
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Evaluasi rency
na Tata Kota mempunyal fungsl 3

uwmmmmm ha
sil rencana taba lota ;

MWWWM’WM
sl rencana tata kotas
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Pasal 21

(1) Sub Seicsi Dokumentasi dan Desiminasi mempunysi tugas pg

kok mempersispksn bahan penyusunan petunjuk teknis pep
dekumentasisn dan pendiseminasian renceana yata kota.

(2) Untuk menyelenggaraken tugas pokok sebagaimena dimsicsad

pmw{z)pmmmmwmmm |

minasi mempunyal fungsl :

urmmmwmmmmm. dokn ,"

mentasl dan diseminisasi rencana tala kota ;

be Penyispan bshan petunjuk teknis pendokusentasian dan
pendiseminasisn rencana tata kotae

Paragrat 5
Sekcsl l’mwnm Program
Pasal

(i) Seksl Penyusunan Program mempunyal tugas polok melaksas
nakan penyusiunan petunjuk teknis perencanasn umum, pé =
mmmp@tavm,pmupmpnymdmpm
tasian.

(2) Untuc menyelenggarsksn tugas pokok sebegaimana dimaksud

pada ayat (1) pasal ini, Seksi Penyusunsn Program mempy
nyai fungsi

a. Pelaksansean dan pmman petunjuic teknis perenceng
an wmm 3

b. Pelekssnaan dan penyusunan petunjuk teknis perencang
an pemblayasn 3

¢, Pelaksanasn dan Penyusunan petunjuk $eimis penylapan
program }

de Pelaksanasn dan penyusunan petunjuk teknis pedolcumen

(3) Seksi Penyusunan Program membswshksn ¢

Qe Sub eececcsescer

¢ “15e

8. Sub Seksi Perencanaan Umam ;
be Sub Seksi Perencanasn Pembigyasn j
€+ Sub Seksl Penyispan Program j
a‘aﬁmw

Pasal 23

(1) Sub Seksi Perenhcanasn Umum mempunyal tugas pokok mempep
slapksn bahsn penyusunan petunjuk teknis pelakssnasn pg
TENCANSEN UM,

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimsksud
pada syst (1) pasal ini, Sub Seisi Perencanaan Umam meg
punyai tnngd.s
a, Pengumpulan dan pengplshan serta evaluasl data peren

canasn unum dalam rangka penyusunan pregran ;

mpormmamm.

Pasal 24
(1) Sub Seksi Perencanaan Pembisyasn mempunyal tugas poloke
memperslapken bshan penyusunan petunjuk telnis perencam
nasn penblayaane

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimalcsud
pgaam(l)pualm,SanademmmP@im
an mempunyal fungsl 3

a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasl data peren
canaan pembiayasn ;
be Panyiapen bshan penyusunan petunjuk teknis pelaksang

an kegistan perencsnsan pemblayaan pesbangmen prasp
rana dan sarana dassre

Pasal 25 eevessessesse
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Pasal 25

-~ {1) Sub Seksi Penyispsn Program mempunyai tugas pokok meg
persispkan bahan penyusman petunjuk teknls keglatane
penyiapan program pembangunan,

(2) Untuk menyelenggaprskan tugas pokok ssbagaimsna dimalce
sud pada ayat (1) pasel ini, Sub Seksi Penylspan Prog
raa mempunyal fungsi
a. Pengumpulan dan pengolahan serta evaluasi data pe

nylapan progrem §
be Penylspan bahan penyusunan petunjuk teknis pelakss
nasn kegistan penylspan program.
Pasal 26

(1) Sub Seksl Dokumentasi mempunyal tugas pokok mempersi~-
apkan bshan penyusunan petunjuk teknis pendolkumentas]

. SNe

(2) Untukk menyelenggarakan tugas pokek sebagaimsna dimalk.
sud pada ayat (1) pasal ini, Sub Seksl Dokumentasi =
mempunysi fungsl :

8 Pengumpulan dan pengplahan serta evaluasi data ip
formasi program pembangunan §
b, Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pendoky
montasian,
Paragraf 6
Sekal Perijinan
Pasal 27
(1) Sekef Perijinsn mempunyal tugas polml melaksanskan pg

nyusunan pstunjuk teknis registrasi, penguiuren, peng
endalion serta penyiapan perijinan,

(2) Untuk eesvessrssens

‘ -l7 »

(2) Untuk menyelenggarskan tugas pokok sebagaimana dimeksud pa

da ayst (1) pesal ini, Seksi Peri}jinsn mempunysl fungsi :

a. Pelaksansan dan penyusinan petunjuk teknis keglaian re
gistymsd perijinan ;

be Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk telods keglaian «
pengukuran dan pemetasn situasi §

¢e Pelaksanasn dan penyusunsn petunjuk teknls pengendalian
masalah perijinan pesbangunan pengelolasn perijinan j

d. Pelaksanasn dan penyusunan petunjuk teknis penyiapan pg
rijinan dan pelaporan pelaksanasrmyas

(3) Sekai Perijinan, membawshkan :

8e Sub Seksi Registrasi 3

be Sub Seksi Pengukuran j

€e Sub Seksi Pengendalian ;

d. Sub Seksi Penylapan Perijinan,
Pasal 28

(1) Sub Seksi Registrasi mempunyal tugas pokok mempersiapkan -

bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanasn keglatan re -

(2) Untuk menyelenggaraken tugas polwok sebagaimsna dimsksud pg

da ayat (1) pasal ini, Sub Seksi Registrasi mempunysl fung
al

uwmwmwwwmmmm
rijinan ;

be Pmmdanpmmp@mjwtdadspm
naan keglatan registrasi perdijinan,

Pasal 29 sesssensscsces




r———_————i,

- 18 - '
Pasal 29

(1) Sub Seksi Pengukuran mempunyal tugas pokok mempersiap-
kan bshan penyusunan petunjuk teknls pelaksanasn keglg
tan pengvkuran dan pemstasn situasi.

(2) Untuk menyslenggsrekan tugss polmk sebagsimana dimek «
sud pada ayat u)pmmmmrwmmm
punyel fungsl ¢

MWMWMaM;

%, Penyispan bahsn penyusunan pstunjuk teknis pelskss
mmmmmmpmmmm
Pasal 30

(1)%s&utpmmm-qmatmpmm
| m@ﬂmmm

(2) M&wﬂwmmmmm~
mmw(x)mmms&am
mempunyal fungsd 3

' dmmmmtamdckam

(1)%%&Pwi@m?mwanmdtww -
W&WWmmﬁtmm
pan perijinan,

(2) Untuk menyelenggarakan tugas polok sebagaimana dimelcsud
pada syat (1) pasal ini, aubwupmapmpmm
me t S

be PENylapan secscsese

¢ -l9 -

be Penylspen bshan penyusunan petunjuk teimis penyig

Paragraf 7
Cebeng Dinss
Pasal 32

Pesbentuken, Organisasi dan Tata Kerja Csbeng Binas seg
nmmmmmwmrm
dangen tersendiri setelah mendapat persg

" Pembentulan Organisssi dan taba kerja UPTD serta pengaty

ran lebih lanjut akan ditetapkan dengan Persturan Perune
dang-undangsn tersendiri setelsh memenuhi kriteria yang
dit ebapkan eleh Menterd Dalam Negeri,

Paragraf 9

Kelompok Jabstan Fungsional
Pasal 34

(1) Kelompok Jsbatan Fungsionsl mempunyal tugas pokok mg
laksanakan sebaglan kegiatan dinas secsra profesional
sesual dengan kebutuhane

(2) Kelompok Jabatsn Fungsionel sebagaimana dimsksud pa
da ayat (1) pasal ini, dalam melsksanskan tugas po w
koknya bertanggung jewsb kepada Kepala Dinas,

Pasal 3§

(1) Kelompok Jebatan Fungsional dimsksud pada pasal 34 ,

terdirl atas sejumlash tenags, dalam jenjang Jjabaten-

fungsional yang terbagl dalam berbagal kelompok ses
al dengsn bidang keahliawya.

(2) Setisp .essesssnes




-

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayst (1) passal ini, dipig
pin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk
disntara tenaga fungsionsl yang ada di lingkungsn Dinas

(3) Jumlah jabaten fungsional tersebut pada ayat (1) pasal
ini, ditentukan sifat, Jenis kebutuhan dan bahen kerja

(4) Jenis dan jenjang jsbatan fungsional tersebut pada ayat
(1) pasal ini distur sesual dengsn Peraturan Perundang-
Undangan yang berlaku,

BAB IV
TATA KERJA
Baglan Pertama
Unum
Pasal 36

(1) Halehal yang menjadi tugas pokok Dinas merupaksn satu =
kesatuan yang sstu sama lain tidak dspat dipisashkan.

(2) Pelakssnaan fungsi Dinas sebagai Pelaksana Pemerintsh -
Dserah di bidang Tata Kota, keglstan Operasionalmya di
selenggarskan oleh Seksi, Cebang Dinas dan UPTD mernurut
bidang tugas masing-masing.

(3) Kepala Dinas baik Tektis Operasional maupun teknis admi
nistralif berada dibawah dan bertanggung Jawsb kepada -
Walikotamadya Kepada Daersh dan dalam melaksanskan tu -
gas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional deng
sn Instansi lain yang berkaltan dengsn fungsinya.

(4) Setisp Pimpinan satuan Orgsnisasi dilingcungsn Dinas,da
lam melsksanakan tugasnya wajlb menetapkan prénsip kop
dinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(5) Setiap Pimpinen sstuan Organisasi dilingcungan Dinas .
wajib memimpin den memberikan bimbingan serta petunjuk-
pelaksanasn tugas kepada bawshan.

Baglan Kedua
Pelaporan
Pasal 37

(1) Kepala ecsee
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(1) Kepala Dinas wajib mesberiken laporan tentang pelaks ;

tugamya secara teratur, jelas serta tepst pada waktunys~
kepada Walikotamadya Kepala Daersh,

(2) Setiap pimpinan satusn orgsnisasi di lingiungsn Dinss wg
Jb mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggmg jewsb
kepada stasannys masing-masing serta memberikan laporan
tepat pada waktunya. ‘

(3) Setisp laporan yang diterima oleh pimpinsn sstuan orgeni-
sasi dari bawshan, wajib diolsh dan dipergmakan sebagsi-
bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan pe =
tunjuk kepada bawshan,

(4) Pengatursn mengensi jenis laporan dsn cara pwmaimo.
berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlg

I,
Baglan Ketiga
Hal Mewakdli
Pasal 38

(1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat mg
minjuk Kepala Sub Bagian Taba Usaha,

(2) Dalam hal Kepala Sub Baglan Tata Ussha berhalangan, maka=
Kepala Dinas dapat memunjuk Kepala Sekal berdasarkan seni
oritas dan kepangkat annyae

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 3¢

(1) Kepala Dinas diangkst dan diberhentikan oleh Gubernur Ke
pala Daerah Tingkat I Jawa Barat atasumlﬁankatmt-
Kepala Deerahs

(2) Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggungjawsb dalam meg
persiapkan bahan rancangan kebijaksanasn Walikotemadya Kg
pala Daerah di bidang kepegawaimn, '

(3) Pejabat secesnsecsssccce
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(3) Pejsbat lainnya di lingkungan Dinas di angkat dan dibep
mmvammmmm

BAB I
PEMBIAYAAN
Pasal A0
Pembiayasn Dinas berasal dari Anggarsn Pendapatan dan Belap
Jja Daersh dan penerimasn sumber lain yang sshe
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

" Halehal yang belum cukup disbur dalam Peraturan Daerah ini,
sepanjang mengenai teknls pelakssnasnnya, skan diatur lebih
lanjut dengan Keputussn Walikotamadya Kepala Daerahs

Pasal &2
Dengsn berlakunya Peraturan Daersh ini, meska Peraturan Dasp
ah Nomor 11 Tashun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tala
Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kotsmadya Daersh Tingkat II Cire
bon dan segala ketentusn yang bertentangsn dengan Peraturan
Daersh ini dinyatskan tidak berlsim.

Pasal 43
Peraturan Daersh inmi mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Amupm%omgdwmmmtm

pengundangsn Peraturan Daersh ini dengan penempatan ya da -
mmnmhmmanmnmuw
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Ditetapkandi CIREBON
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